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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 26 TAHUN 2000 
TENTANG 

PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 
Menimbang :   a. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri 

manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, 

dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun; 

 
b.  bahwa untuk ikut serta memelihara perdamaian dunia dan menjamin pelaksanaan hak  

asasi manusia serta memberi perlindungan, kepastian, keadilan, dan perasaan aman 

kepada perorangan ataupun masyarakat, perlu dibentuk suatu Pengadilan Hak Asasi 
Manusia untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat sesuai 

dengan ketentuan Pasal 104 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang 
Hak Asasi Manusia; 

 
c.  bahwa pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk menyelesaikan pelanggaran 

hak asasi manusia yang berat telah diupayakan oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak 
Asasi Manusia yang dinilai tidak memadai, sehingga tidak disetujui oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menjadi Undang-undang, oleh karena itu 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebut perlu dicabut; 

 
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu 

dibentuk Undang-undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia; 

 
Mengingat  : 1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 

 
  2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan 

Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 2951) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 

Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 

tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3879); 

 
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327); 
 

4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886); 

 

 
 

Dengan persetujuan bersama antara 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA 
dan 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA. 
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BAB V 

PERLINDUNGAN KORBAN DAN SAKSI 
 

Pasal 34 

(1) Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan 

fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun. 
(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum 

dan aparat keamanan secara cuma-cuma. 

(3) Ketentuan mengenai tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Pemerintah. 

 

 

BAB VI 
KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN REHABILITASI 

 

Pasal 35 
(1) Setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh 

kompensasi, restitusi, rehabilitasi. 
(2) Kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan dalam 

amar putusan Pengadilan HAM. 
(3) Ketentuan mengenai kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan 

Pemerintah. 

        Disahkan di Jakarta 
        pada tanggal 23 Nopember 2000 

        PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
 

        ABDURRAHMAN WAHID 
Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 23 Nopember 2000 

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, 
 

DJOHAN EFFENDI 
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 208  
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PENJELASAN 

ATAS 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 26 TAHUN 2000 

TENTANG 

PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA 
 

I. UMUM 

Bahwa hak asasi manusia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, Deklarasi Universal tentang 

Hak Asasi Manusia, Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-
undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia harus dilaksanakan dengan penuh rasa 

tanggung jawab sesuai dengan falsafah yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
1945 dan asas-asas internasional. 

Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia menugaskan kepada lembaga-

lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan, dan 
menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat serta segera 

meratifikasi berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia sepanjang tidak 

bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

Pemberian perlindungan terhadap hak asasi manusia dapat dilakukan melalui pembentukan Komisi 
Nasional Hak Asasi Manusia dan Pengadilan HAM serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. 

Untuk melaksanakan amanat Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia 

tersebut, telah dibentuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pembentukan 
Undang-undang tersebut merupakan perwujudan tanggung jawab bangsa Indonesia sebagai anggota 

Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di samping hal tersebut, pembentukan Undang-undang tentang Hak Asasi 

Manusia juga mengandung suatu misi mengemban tanggungjawab moral dan hukum dalam menjunjung 

tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang ditetapkan Perserikatan Bangsa-
Bangsa, serta yang terdapat dalam berbagai instrumen hukum lainnya yang mengatur hak asasi manusia 

yang telah disahkan dan diterima oleh negara Republik Indonesia. 

Bertitik tolak dari perkembangan hukum, baik ditinjau dari kepentingan nasional maupun dari kepentingan 
internasional, maka untuk menyelesaikan masalah pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan 

mengembalikan keamanan dan perdamaian di Indonesia perlu dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia 

yang merupakan pengadilan khusus bagi pelanggaran hak asasi manusia yang berat. 

Untuk merealisasikan terwujudnya Pengadilan Hak Asasi Manusia tersebut, perlu dibentuk Undang-undang 
tentang Hak Asasi Manusia. 

Dasar Pembentukan Undang-undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah sebagaimana 

tercantum dalam ketentuan Pasal 104 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia. 

Undang-undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia, 
baik perseorangan maupun masyarakat, dan menjadi dasar dalam penegakan, kepastian hukum, keadilan, 

dan perasaan aman bagi perseorangan maupun masyarakat, terhadap pelanggaran hak asasi manusia 
yang berat. 

Pembentukan Undang-undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia didasarkan pada pertimbangan 

sebagai berikut: 
1. Pelanggaran hak asasi manusia yang berat merupakan "extra ordinary crimes" dan berdampak secara 

luas baik pada tingkat nasional maupun internasional dan bukan merupakan tindakan pidana yang diatur 
di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta menimbulkan kerugian baik materiil maupun 

immateriil yang mengakibatkan perasaan tidak aman baik terhadap perseorangan maupun masyarakat, 
sehingga perlu segera dipulihkan dalam mewujudkan supremasi hukum untuk mencapai kedamaian, 

ketertiban, ketentraman, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. 

2. Terhadap perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat diperlukan langkah-langkah penyelidikan, 
penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan yang bersifat khusus. 

Kekhususan dalam penanganan pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah: 
a. diperlukan penyidik dengan membentuk tim ad hoc, penyidik ad hoc, penuntut umum ad hoc, dan 

hakim ad hoc; 
b. diperlukan penegasan bahwa penyelidikan hanya dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 

sedangkan penyidik tidak berwenang menerima laporan atau pengaduan sebagaimana diatur dalam Kitab 

Undang-undang Hukum Acara Pidana; 

c. diperlukan ketentuan mengenai tenggang waktu tertentu untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan 

pemeriksaan di Pengadilan; 
d. diperlukan ketentuan mengenai perlindungan korban dan saksi; 
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e. diperlukan ketentuan yang menegaskan tidak ada kedaluarsa bagi pelanggaran hak asasi manusia yang 

berat. 
Mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang berat seperti genosida dan kejahatan terhadap 

kemanusiaan yang berdasarkan hukum internasional dapat digunakan asas tetroaktif, diberlakukan pasal 

mengenai kewajiban untuk tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang 

sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: "Dalam 
menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan 

dengan undang-undang dengan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas 

maksud hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan 
pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat 

demokratis". 

Dengan ungkapan lain asas retroaktif dapat diberlakukan dalam rangka melindungi hak asasi manusia itu 

sendiri berdasarkan Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Oleh karena itu Undang-
undang ini mengatur pula tentang Pengadilan HAM ad hoc untuk memeriksa dan memutus perkara 

pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-undang ini. 

Pengadilan HAM ad hoc dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan peristiwa tertentu 
dengan Keputusan Presiden dan berada di lingkungan Peradilan Umum. 

Disamping adanya Pengadilan HAM ad hoc, Undang-undang ini menyebutkan juga keberadaan Komisi 
Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan MPR-RI Nomor V/MPR/2000 tentang 

Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang akan dibentuk 
dengan undang-undang dimaksudkan sebagai lembaga ekstra-yudical yang ditetapkan dengan undang-

undang yang bertugas untuk menegakkan kebenaran dengan mengungkapkan penyalahgunaan 

kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia pada masa lampau, sesuai dengan ketentuan hukum dan 
perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan rekonsiliasi dalam perspektif kepentingan bersama 

sebagai bangsa. 
 

II. PASAL DEMI PASAL 
 

Pasal 34 

Cukup jelas 
 

Pasal 35 
Yang dimaksud dengan "kompensasi" adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara, karena pelaku 

tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. 
 

Yang dimaksud dengan "restitusi" adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya 

oleh pelaku atau pihak ketiga. Restitusi dapat berupa: 

a. pengembalian harta milik; 

b. pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan; atau 
c. penggantian biaya untuk tindakan tertentu. 

 
Yang dimaksud dengan "rehabilitasi" adalah pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, 

nama baik, jabatan, atau hak-hak lain. 
 

 

 
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4026  

 


